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PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari kesimpulan diatas dapat ditarik kesimpularvzh

Pandangan Hukum Islam terhadap Sertifikat Produkangan
dalam Pasal 43 dalam Peraturan Pemerintah Nomitah2® 2004 tentang
Keamanan, Mutu dan Gizi pangan, memutuskan bahestaBarkan dalil
Al-Quran Hadis, dalam kemaslahatan (memeliharatujgyar’i) maka
produk makanan olahan Dalam hukum Islam tidgderbolehkan menjual
makanan tanpa sertifikat produksi dalam kaidahiyajtn mendahulukan
kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, makanan s&emgang
diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang dijualpdsaran harus
memakai izin edar atau sertifikat produksi di dapddri Dinas
Kesehatan/Badan POM karena di takutkan adanya Hadizan yang bisa
membahayakan masyarakat. Pada Prinsipnya semua bélialboleh
dilakukan kecuali yang secara jelas dan tegas atitaroleh Islam,
Pemerintah berkewajiban meningkatkan daya saingdusropangan
industri rumah tangga melalui peningkatan kesadadan motivasi
produsen tentang pentingnya pengolahan pangan lyamenis, terlebih
dalam hal jual beli makanan. Hasil ada beberagsaal dan faktor yang
mempengaruhi mengapa produk makanan olahan industiédh tangga

tidak menggunakan sertifikat produksi, sebagakiéri
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a. Sosialisasi dan informasi sertifikat produksi belumenyeluruh
sampai ke industri rumah tangga disamping saranapdssarana
penunjang pelaksanaan sertifikat produksi.

b. Lemahnya kondisi ekonomi perusahaan industri rutaagga dan
biaya sertifikat produksi sebagai beban bagi imlusimah tangga
karena menambah biaya produlkst production).

c. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dprhad
pentingnya produk yang sehat maupun sertifikat yksidl

B. Saran
Dengan realita penulis uraikan diatas, maka setaygu penulis

memberikan saran-saran untuk peningkatan dan pdiayEan

pelaksanaan sertifikat produksi (SPP.IRT) pada dtrdiRumah Tangga
sebagai berikut:

a. Bahwa mengingat pentingnya sertifikat produk bagasyarakat
khususnya umat Islam maka sebaiknya setiap IndRstnah Tangga
segera melaksanakan sertifikat produk yang dirasithkeh bupati atau
walikota dalam hal ini adalah Peraturan Pemeringdain itu, bagi
masyarakat baik produsen maupun konsumen hendaklahntiasa
berpegang pada Peraturan Pemerintah dalam setiagkala
perdagangan atu bisnisnya

b. Peran Pemerintah untuk memberikan jaminan dannperigan bagi
konsumen terhadap sertifikat produksi (SPP-IRT)gaamiperlukan.

Pemerintah dan aparat penegak hukum hendaknya seéaigadakan
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dan meningkatkan pengawasan terhadap peredarankpmoakananan
dan minuman olahan di masyarakat serta menindas tpipak atau
oknum yang memproduksi atau mengedarkan produk gpang
berbahaya dan dapat merugikan konsumen.

c. Merubah pola pikir kita sebagai konsumen agar tidakya terpatok
dengan harga murah, enak dan mengenyangkan. Ddmatibieati
membeli makanan dan minuman, teliti dan cermatapadkanan dan

minuman yang akan dibeli.

C. Penutup

Puji syukur kehadirat Allah dzat yang maha benanyh karena
hidayahnya akhirnya penulis dapat menyelesaikampskini sebagai
persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam bidakgrhIslam. Namun
harap untuk bisa dimaklumi bahwa “tiada gading ytaigretak” bahwa
setiap insan mempunyai kekurangan karena hanyan tyduag maha esa
yang sempurna.

Apalagi penulis skripsi ini yang sarat dengan kelbam,
ketidakmampuan,dan kekurangan yang tak mungkinkuditutup-tutupi
selanjutnya hanya kepada Engkaulah “Ya... Allah” pisrhertawakal dan
berdo’a dengan penuh harap semoga yang tertubsndiérya ilmiah ini
bermanfaat bagi penulis atas studinya dan kepaga Saja sebagai amal
shaleh. Semoga skripsi ini dapat menjadi inspiragnambah hasanah

keislaman bagi kita semua. Amin .
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Akhirnya hanya kritik yang konstruktif dari pembacang
selanjutnya penulis harapkan agar dapat mengomédsim langkah
menuju masa depan keilmuan yang lebih matang. Wc#rama kasih
penulis ucapkan kepada siapa pun yang telah memimaahyelesaikan
skripsi ini terutama kepada bapak dosen pembimbyagg telah
memberikan pengarahan dalam penulisan skripsBeinoga Allah SWT
senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, taufigidapahnya kepada

kita semua. Amin ya rabbal ‘alamin.



